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Abstrak
 

Tujuan pembangunan nasional sebagairnana dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Ketetapan MPH-RI No.11/MPR/1988 adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang

merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,

tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan

damai.

Selanjutnya, diuraikan dalam landasan pembangunan nasional, bahwa hakikat pembangunan nasional adalah

pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan

pelaksanaan pembangunan nasional adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dari kedua rumusan tersebut di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia

tidak hanya berorientasi kepada pembangunan fisik (materiil) semata, melainkan diarahkan pula pada

pembangunan yang bersifat non fisik (spiritual) dengan hakikat pembangunan manusia seutuhnya dan

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Konsep GBHN mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu merupakan cerminan dari

kenyataan empiris yang terjadi pada negara-negara lain, bahwa pelaksanaan pembangunan yang semata-

mata ditujukan untuk kepentingan materiil belum tentu dapat mensejahterakan masyarakatnya dan dalam

pelaksanaannya pembangunan materiil tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya dukungan

pembangunan di bidang-bidang lainnya. Bahkan dapat terjadi, hasil-hasil dari pembangunan materiil

tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakatnya, karena kebudayaan masyarakat bersangkutan belum

sesuai dengan hasil-hasil pembangunan tersebut.

Pelaksanaan pembangunan bidang-bidang lainnya, mencakup ruang lingkup yang sangat luas, seperti sosial,

budaya, hukum, pendidikan, ideologi, politik, pertahanan keamanan dan sebagainya. Pembangunan hukum

sebagai salah satu bidang pembangunan, dirumuskan dalam GBHN sebagai berikut :

Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat

1. Memantapkan hasil-hasil pembangunan yang teiah dicapai.

2. Menciptakan kondisi yang lebih rnantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana

serta iklirn ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan.

3. Lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran.
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